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WAWANCARA
1. Apa landasannya seorang saksi dapat dijadikan tersangka?
Jawab :
setiap calon tersangka ditingkat proses penyidikan itu dipanggil terlebih
dahulu menjadi saksi gunanya untuk menggali informasi, dan mencari
hubungan tersangka, hubungan tersangka dengan alat bukti itu harus
saling berkaitan.
2. Kejahatan yang sering terjadi di wilayah Batu Bara dan apa Penegakan
hukum untuk kejahatan yang sering terjadi untuk wilayah Batu Bara ?
Jawab :
Kejahatan umum yang sering terjadi untuk wilayah kawasan Batu Bara
yaitu pencabulan dan penganiayaan
Penegakan hukumnya dipakai dengan pihak kepolisan ada 2 :

1) Penegakan hukum restoraktif justice penyelesaian diluar
persidangan. Mengkedepankan kemanfaatan hukum. Kedeua
belah pihak dipertemukan dengan cara mediasi (berdamai)
sehingga dengan metode ini mengurangi beban pembiayaan. Tidak
sampai kepidanaan.

2) Secara pemidanaan bentuknya proses penyidikan pada kepolisian,
proses penuntutan oleh JPU. Kemudian proses peradilan di

Pengadilan negeri



1. Dalam melakukan penegakan hukum yang terjadi pada masalah
yang sering terjadi di wilayah Batu Bara Apa Hambatan dan upaya
yang dilakukan ?

Jawab :
Upaya.

1) melakukan pencegahan melalui pendekatan kepada masyarakat.

2) pendekatan melalui toko agama,adat,dan pemuda

3) melakukan kujungan kedesa

4) melakukan kerja sama terhadap TNI dan ASN untuk menekan
angka kejahatan.

Hambatan

1) kurangnya kesadaran untuk merubah diri sendiri, berulang kali di
beri arahan, sosialisai tapi kalau didiri orang tersebut tidak mau
berubah maka upaya-upaya yang dilakukan kepolisian itu tidak
berguna.

4. Apakah bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka, padahal belum
diperiksa sebagai saksi ?
Jawab :

Bisa apabila telah terjadinya tangkap tangan maksudnya apabila ia

telah melakukan kejahatan tindak pidana dan kejahatan itu langsung di

lihat dan dilaporkan ke pihak yang berwajib maka dari itu ia langsung

ditetapkan sebgai tersangka tanpa harus menjadi saksi lagi.



5. siapa yang menentukan seseorang tersebut bisa ditahan atau tidak,
padahal sudah jelas melakukan tindakan pidana ?

Jawab :
Pihak polisi akan melakukan diskresi untuk menetapkan apakah orang
yang melakukan tindak pidana dapat ditahan atau tidak, dilihat dari
orangnya apakah dia pada saat dilakukan kopratif, tidak menghilangkan
barang bukti. Maka jika itu semua terpenuhi maka kepolisian
melakukan tahanan kota yaitu dengan wajib lapor.

6. Kenapa didalam Pasal 184 KUHAP keterangan tersangka terletak
pada bagian akhir ?

Jawab :
Karena kita mencari minimal 2 (dua) alat bukti di dalam alat bukti
tersebut apabila tidak ditemukan keterangan yang cukup. Barulah kita
menggunakan keterangan tersangka. Karena kalu kita menggunakan
keterangan tersangka diawal kita tidak dapat mengetahui kebenaran
tindak pidana tersebut. Kalau alat bukti yang lain sudah cukup maka
keterangan tersangka tidak diperlukan.

7. Bagaimana proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka dalam tindak
pidana di polres Batu Bara ?

Jawab :
Beberapa proses untuk menentukan seorang saksi yang dinaikkan
statusnya menjadi tersangka

a. Adanya Pengaduan.



. Penyidik Melengkapi Administrasi penyelidikan (Surat

Perintah Tugas)

. Undangan Koordinasi
. Mengumpulkan Alat Bukti

. Gelar Perkara Untuk Menentukan Sikap (Perkara Pidana

Atau Bukan)
Membuat Administrasi penyidikan (Surat Perintah Tugas

Dan Penyidikan)

. Pemanggilan sebagai saksi dengan surat panggilan

berdasarkan alat bukti.

Gelar perkara untuk menetapkan tersangka

Melakukan gelar perkara untuk dilakukan penahanan
Setelah cukup maka berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut

umum.

8. Apasajakah Hambatan dan upaya polres Bara dalam menentukan

seseorang saksi menjadi tersangka ?

Jawab

b.

C.

Minimnya saksi dan kurangnya partisipasi saksi dalam
memberikan keterangan.
Belum ditemukan nya barang bukti.

Tidak terpenuhinya Alat Bukti.

Upaya yang dilakukan polres Batu Bara mencari Bukti petunjuk untuk

mengungkap kasus tindak pidana.



9. Bagaimana proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka dalam tindak

pidana di polres Batu Bara ?

Jawab :

Beberapa proses untuk menentukan seorang saksi yang dinaikkan

statusnya menjadi tersangka

a.

a.

Adanya Pengaduan.

Penyidik Melengkapi Administrasi penyelidikan (Surat
Perintah Tugas)

Undangan Koordinasi

Mengumpulkan Alat Bukti

. Gelar Perkara Untuk Menentukan Sikap (Perkara Pidana

Atau Bukan)

Membuat Administrasi penyidikan (Surat Perintah Tugas
Dan Penyidikan)

Pemanggilan sebagai saksi dengan surat panggilan
berdasarkan alat bukti.

Gelar perkara untuk menetapkan tersangka

. Melakukan gelar perkara untuk dilakukan penahanan

Setelah cukup maka berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut

umum.

10. Bagaimana Peran Polisi dalam penegakan hukum terhadap seseorang

yang melakukan tindak pidana ?



Jawab :

11.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap seseorang yang
melakukan tindak pidana yaitu dengan cara melakukan berbagai
langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlimdungan
hukum sesuai dengan wewenang dan hak dalam rangka mewujudkan
keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kepolisian dalam
mengungkapkan seorang yang melakukan tindak pidana
melaksanakan peran utamanya yaitu dengan melakukan penyelidikan
dan penyidikan. Penyidik segera mungkin melakukan tindakan
setiapadanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan yang
dapat merugikan orang lain, laporan masyarakat yang masuk tersebut
harus dilngkapi dengan bukti-bukti yang kuat, untuk memastikan
kasus tersebut termasuk tindakan pidana atau bukan.

Berapa banyak kasus saksi yang statusnya dinaikkan menjadi

tersangka pada Polres Batu Bara?

Jawab :
Tahun Saksi yang diperiksa Saksi Menjadi
Tersangka
2018 856 3 orang
2019 1134 3 orang
2020 756 2 orang

Data jumlah pemeriksaan tindak pidana (JTP) 2018-2020



Pemeriksaan saksi yang ditangani Polres Batu Bara pada Tahun
2018-2020 mengalami turun naik, dengan banyak nya tindak pidana yang
dilakukan masyarakat Batu Bara. Dan seseorang yang awalnya menjadi

saksi naik statusnya menjadi tersangka terjadi kenaikan dan turun juga.

12. Apabila ada saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan tetapi
saksi tersebut tidak datang, dan setelah dihadirkan secara paksa,
ditanya dengan penyidik, kenapa beberapa hari yang lalu dipanggil
tapi tidak berhadir. Dan saksi tersebut bilang karena takut, jadi
bagaimana memberi tahu masyarakat awam ini apabila dipanggil ke
kantor polisi untuk dimintai keterangan tidak takut lagi?

Jawab :

Pihak kepolisian memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa
seseorang yang dimintai keterangan tidak akan di intimidasi, bahkan
dengan adanya masyarakat yang datang dan memberikan keterangan
akan sangat membantu pihak kepolisan. Dan saksi yang memberikan
keterangan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi.

13. Apakah penyidik harus lebih dulu memeperoleh atau mengumpulkan
barang bukti permulaan baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap
seseorang yang melakukan tindak pidana?

Jawab :

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti

permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seorang yang



melakukan tindak pidana, dalam arti phak penyidik harus mecari
informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku
tindak pidana, berdasar bukti yang cukup. Juga harus terdapat
minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan
yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

14. Mengapa setiap adanya kejahatan tindak pidana harus dilakukan
penyelidikan?

Jawab :
Karena seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap
fakta yang ada dilapangan sekecil apapun, karena sejalan Dengan
tujuan hukum acara pidana. maka tugas penyelidikan perkara adalah
mencari kebenaran materil dengan memperhatikan setiap dalil dan
fakta yang berkaitan dengan perkara pidana. sehingga penyelidikan
dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang
dilakukan dan siapa pelakunya, penyelidikan tersebut guna mencari
bukti permulaan yang cukup dan juga menentukan apakah perkara
terebut dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan (Pasal 5

KUHAP).



15. hal apa saja yang dimuat dalam surat perintah penyidikan?

Jawab :

a.

b.

C.

Dasar Penyidikan

Identitas petugas penyidik
Jenis perkara yang disidik
Waktu dimulainya penyidikan

Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah

Narasumber

Aipda Sugianto

Penyidik Pembantu Unit IV Sat Reskrim Batu Bara



